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PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Oleh : 
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ABSTRACT 
Corruption in Indonesia has been so severed and widespread in the community and very 
alarming, its development continues to increase from year to year, both in number of cases 
and the amount of state financial osses and in terms of qauality. These criminal of fences 
commit more systematic and scope into all aspects of life. Starting from lower level of the 
dominant and state officials or law inforcer. The constraints in the implementation of the 
court decision related to the return of states losses is convicted assets and property that has 
been transfered. It’s ower problem in the law enforcement of corruption. 
It’s to ned of step ciminal polity to fight againts corrupiton to use of method is a system and 
must to do is integrated from law inforcer and public society. 
Key words : Criminal Policy, To Fight Againts, Corruption
PENDAHULUAN
Bag Indonesa pengaturan korups 
berupa pdana maupun pendanaan bukan 
merupakan persoalan baru. Pemerntah 
bersama badan legslatf telah banyak 
mengambl langkah kebjakan d bdang 
korups n.
Penanganan korups berupa kebjakan 
dan pengaturannya sudah dmula tndakan 
tu secara formal oleh pemerntah atas 
pelopor kalangan mlter sejak tahun 1960 
dengan Undang-Undang No : 24 Prp 1960, 
yang secara berturut-turut berkutnya slh 
bergant dberlakukannya undang-undang 
d bdang Pemberantasan Pdana Korups 
sepert Undang-Undang No : 3 Tahun 
1971, Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 
dan Undang-Undang No : 20 Tahun 2001 
(Tentang Perubahan atas Undang-Undang 
No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tndak Pdana Korups). Dan terakhr 
dbentuknya Koms Pemberantasan Korups 
dengan Undang-Undang No : 30 tahun 
2002.
Dar rangkaan pemberlakuan beberapa 
undang-undang dalam penanganan dan 
pemberantasan korups d Indonesa, belum 
pernah mencapa hasl yang dharapkan, 
bahkan bahaya korups semakn drasakan 
menyengsarakan rakyat. Hal n terbukt salah 
satu penyebab tnbulnya krss multdmens 
d Indonesa adalah dar korups n, dan atas 
perntah ketetapan (TAP) MPR Nomor : IV/
MPR/1999 antara lam agar dtegakkannya 
supremas hukum dan pemberantasan 
Korups, Kolus dan Nepotsme (KKN).1
Pemberantasan korups memang bukan 
beban bag Indonesa saja, hal n daku oleh 
Robert Kltgaard (dalam buku karyanya 
Controlling Corruption 1991) bahwa 
1 Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi 
Pemberantasan dan Pencegahan, Penerbt Djambatan, 
Jakarta, 2001, hlm.11.
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Corruption is one of the foremost problem 
in the developing word and it is receiving 
much greather attention as we reach the las 
decade of the century” (Korups merupakan 
salah satu masalah palng besar dnegara 
berkembang, dan masalah tu semakn 
menark perhatan begtu kta pemasuk 
dekade terakhr abad 20).2
Kesultan pemberantasan korups 
menurut pembaharu besar Cna bernama 
Wang An Shh (1021-1086) bersumber pada 
buruknya hukum dan buruknya manusa.3
Senada dengan pernyataan d atas, 
bahwa dalam penanganan korups Lon L. 
Fuller menyatakan “I have insisted that 
law be viewed as a purposeful enterprise, 
dependent for its success on the energi, 
insight, intellegence and consciousness of 
those who conduct it” (secara tegas saya 
melhat hukum sebaga suatu upaya dengan 
maksud tertentu, keberhaslannya tergantung 
pada energ, wawasan, ntelgensa, dan 
kesadaran dar para pelaku hukum.4
Untuk penanganan korups d Indonesa 
kegagalan selama n akbat berbaga fakor 
yang terakomulas, sehngga pemberantasan 
koaps menjad semakn rumt, walaupun 
dar seg aturan pdana dan pemdanaannya 
selalu sudah dadakan revs.
Slh bergantnya peraturan atau 
undang-undang yang dcptakan sebaga 
langkah kebjakan memperbaharu aturan 
sebelumnya, belum menjamn keberhaslan 
dalam pemberantasan tndak pdana korups 
yang muncul. Pencantuman sanks (pdana) 
dan pemdanaan yang berat tdak menjamn 
pelaku korups akan berkurang.
Karena dpandang semakn rumtnya 
penanganan korups d Indonesa, sampa 
tmbul gagasan dar Abdul Hakm Garuda 
Nusantara untuk membentuk pengadlan 
khusus korups sebaga solus alternatf 
penyelesaan kasus korups msalnya 
membentuk Pengadlan Ad Hoc Korups d 
Indonesa.5
Pada saat ini “penyidikan” tindak 
pdana korups dlakukan bak oleh kejaksaan 
maupun oleh penydk Polr.
Dalam perkembangan palng akhr 
dengan dbentuknya Koms Pemberantasan 
Tndak Pdana Korups oleh pemerntah dan 
telah mendapat persetujuan dan pengesahan 
dar DPRD RI dar RUU menjad undang-
undang (tanggal 28 Nopember 2002), maka 
bertambah lag lembagayang mempunya 
kewenangan dalam menydk Tndak Pdana 
Korups (Tercptanya UU No : 30tahun 
2002 tentang Koms Pemberantasan Tndak 
Pdana Korups).
Karena Koms Pemberantasan Tndak 
Pdana Korups yang terbentuk n sesua 
penunusan pasal 43 ayat (2) Undang-Undnag 
No : 31 Tahun 1999 memberkan tugas 
dan wewenang melakukan koordnas dan 
supervs tennasuk melakukan penyeldkan, 
penydkan dan penuntutan dalam Tndak 
Pdana Korups, maka kewenangannya 
sangat luas.
Terhadap pengaturan pemberan 
tugas dan kewenangan sebaga penydk 
dalam tndak pdana korups mash terjad 
2 Robert Kltgaard (Dalam Achmad Al). Keterpurukan 
Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Ghala 
Indonesa, Jakarta, 2001, hlm.15.
3 Syeh Hussen Alatan, Sosiolog Korupsi, Sebuah 
Penjelajahan Dengan Data Komtemporer, Terbtan 
LP3ES, 1983, hlm.7. 
4 Achmad Al, Op Cit, hlm.7.
5 Abdul Hakm Garuda Nusantara, Tajuk Dalam Komisi 
Hukum Nasional (KHN) RI, Eds Me, 2002, hlm.7.
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conflict of norm (pengaturan norma yang 
telah terwujud dalam kaedah) hukum postf 
yang salng memberkan peluang tugas dan 
kewenangan sepert pols (penydk Polr), 
Kejaksaan, serta Koms Pemberantasan 
Tndak Pdana Korups, selaku aparat 
“penyidik” dalam tindak pidana korupsi.
Tndak pdana korups dgolongkan 
ke dalam tndak pdana khusus, karena 
dsampng secara hukum pdana materl 
pengaturan korups tdak ada datur secara 
spesifik dalam KUHP, juga secara hukum 
formlnya secara khusus sebaga cr atau 
karakterstk tndak pdana d luar KUHP 
n dalam KUHAP juga tdak lengkap 
mengaturnya, sehngga korups dmasukkan 
sebagai klasifikasi tindak pidana di luar 
KUHP atau dengan sebutan Tndak Pdana 
Khusus. Dan sebutan khusus n Tndak 
Pdana Korups menurut Undang-Undang 
No : 31 Tahun 1999 memuat ketentuan-
ketentuan khusus pula.
Dengan adanya kekhususan-
kekhususan dar Tndak Pdana Korups 
tersebut, perlu pula akan adanya terobosan-
terobosan kebjakan dalam menanggulang 
dan mencegah korups n dan pemerntah 
bersama legslatf, bak berupa tndakan 
penympangan dar aturan umum maupun 
pencptaan aturan yang sfatnya khusus dan 
stmewa bla dpandang dperlukan untuk 
nemberantas korups tersebut, terutama 
menyangkut pdana dan pemdanaannya.
Paparan latar belakang masalah yang 
terura datas, maka penuls rumuskan 
permasalahan sepert berkut : 
1. Bagamana pengaturan pdana dan 
pemdanaan tndak pdana korups 
dalam hukum postf Indonesa? 
2. Apa bentuk kebjakan pdana (criminal 
policy) dalam pemberantasan korups 
d Indonesa? 
II.  METODELOGI
2.1.  Jenis Penelitian
Peneltan karya lmah n tergolong 
ke dalam jens peneltan hukum normatf 
atau peneltan hukum kepustakaan, karena 
peneltan hukum n dlakukan dengan 
cara menelt bahan kepustakaan (library 
research) yang terdr dar bahan hukum 
prmer dan dtunjang oleh bahan hukum 
sekunder
Menurut Soerjono Soekanto dan Sr 
Mamudj, peneltan hukum normatf atau 
kepustakaan tersebut mencakup:
1. Peneltan terhadap asas-asas hukum
2. Peneltan terhadap sstematk hukum
3. Peneltan terhadap taraf snkronsas 
vertkal dan horsontal
4. Perbandngan hukum
5. Sejarah hukum6
Sehubungan dengan klasifikasi tersebut 
datas, maka peneltan hukum normatf n 
menyangkut peneltan taraf snkronsas 
horsontal atas dsharmonsas norma yang 
ada antara UU No. 31 Tahun 1999 jo UU 
No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tndak Pdana Korups dengan UU terkat 
dalam penanganan pemberantasan tndak 
pdana korups d Indonesa sebaga langkah 
kebjakan kedepan. 
2.2.  Metode Pendekatan
Sesua dengan karakterstk dan sfat 
peneltan normatf, maka dalam peneltan 
6 Soerjono Soekanto dan Sr Mamudj, 2001, Penelitian 
Hukum Normatif^ PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm.14.
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n akan memaka beberapa metode 
pendekatan dantaranya :
- The Statue Approach pendekatan 
perundang-undangan 
- The Analitical and Conseptual 
Approach   (pendekatan   analss 
konsep hukum) 
2.3.  Sumber Bahan Hukum
Peneltan    hukum    bersfat normatf, 
maka jens bahan hukum yang lazm 
dpergunakan adalah : 
a. Bahan- bahan hukum prmer 
b. Bahan - bahan hukum sekunder 
c. Bahan - bahan hukum terser7
Sehubungan dengan peneltan hukum 
normatf n, maka memaka sumber bahan 
hukum dar :
1. Bahan hukum prmer, sepert : 
- Undang-Undang No. 8 Tahun 
1981tentangKUHAP
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo 
Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tndak Pdana 
Korups 
- Undang – Undang No. 30 Tahun 
2002 tentang Koms Pemberantasan 
Korups (KPK) 
2. Bahan hukum sekunder, yakn 
memberkan penjelasan mengena 
bahan hukum prmer
3. Bahan hukum terser, dalam hubungan 
peneltan n menyangakut sepert 
kamus enskloped.
2.4.  Metode Pengumpulan Bahan 
 Hukum
Peneltan n untuk pengumplan 
bahan hukum memaka metode sstemats, 
yakn berupa pengumpulan bahan peraturan 
perundang-undangan
2.5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Menggunakan tekns analts sepert:
-  Teknk dskrps
-  Teknk nterpretas
-  Teknk evaluas
-  Teknk argumentas
-  Teknk sstematsas
-  Metode konstruks hukum
III.  HASIL PENELITIAN / 
 PEMBAHASAN 
Peneltan kepustakaan n 
menghaslkan kajan dar problem teortk, 
sebaga wawasan kelmuan hukum. 
3.1. Pengertian dan makna dari beberapa 
istilah 
3.2. Kebijakan
Sebaga suatu konsekuens logs 
dan yurds bag negara Indonesa yang 
menyatakan dr sebaga negara hukum 
sesua penunusan pasal 1 angka (3) 
UUD 1945, dengan corak pemerntahan 
demokras (Pancasla), dan dengan tpe 
negara kesejahteraan (welfare states), maka 
untuk kesejahteraan atau kemaknuran 
warga negaranya, negara dengan berbaga 
cara yang dtempuhnya berusaha menempuh 
berbaga kebjakan yang dpandang perlu.
Untuk penyelenggaraan kebjakan oleh 
negara dkenal dengan stlah menempuh 
kebjakan publk (public policy).
Pengertan kebjakan (kebjaksanaan) 
sepert dkemukakan oleh James E. 
Anderson, bahwa kebjaksanaan t adalah: 
“A purposive course of action followed by 
an actor or set of actor in dealing with a 
problem or matter of carcern” (“serangkaan 
tndakan mempunya tujuan ertentu yang 
7 Ronny Hamjoyo Soemantr, 1998, Metode 
Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghala 
Indonesa, Jakarta, hlm.11-12.
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dkut dan dlaksanakan oleh seorang pelaku 
atau sekelompok pelaku guna memecahkan 
suatu masalah tertentf. Sedangkan Thomas 
R. Dye mendefinisikan kebijaksanaan negara 
sebaga, “is whatever governements chose 
to do or not to do,” (apapun yang dplh 
oleh pemerntah untuk dlakukan atau tdak 
dlakukan8
Dar kedua defms d atas tentang apa 
tu kebjakan (public policy), menampakkan 
bahwa negara bak aktf maupun pasf, 
sebaga pemegang peran kebjakan publk, 
guna memecahkan masalah tertentu.
- Tndak pdana, stlah “Tndak 
pdana adalah dmaksudkan sebaga 
terjemahan dalam bahasa Indonesa 
untuk istilah Bahasa Belanda” 
Strafbaarfeit” atau “Delict”.
 Untuk terjemahan tu, dalam bahasa 
Indonesa, dsampng stlah tndak 
pdana, juga telal dpaka dan beredar 
beberapa stlah lan bak dalam buku-
buku ataupun dalam peraturan tertuls 
yang penuls jumpa antara lan : 
“Perbuatan yang dapat dihukum” (1), 
“Perbuatanyang boleh dihukum” (2), 
“Peristiwa Pidana” (3), “Pelanggaran 
pidana” (4) dan “Perbuatan pidana 
(5).9
 Menurut Muljamo, belau memaka 
stlah perbuatan pdana, yang 
merumuskan : “perbuatan yang oleh 
aturan hukum pdana dlarang dan 
dancam dengan pdana barang sapa 
yang melanggar larangan tersebut. Dar 
apa yang dsebutkan d atas kranya 
dapat dtark kesnpulan bahwa suatu 
perbuatan akan menjad suatu tndak 
pdana apabla perbuatan tu : 
a. Melawan hukum. 
b. Merugkan masyarakat. 
c. Dlarang oleh aturan pdana. 
d. Pelakunya dancam dengan pdana10
- Korups, secara etmolog, korups 
berasal dan perkataan bahasa latn 
“corruptio” yang berarti kenisakan, 
atau kebobrokan yang dpaka untuk 
menunjuk keadaan atau perbuatan 
yang busuk11
 Sedangkan menurut World Dectonary 
of the Amercan Language, sejak 
abad pertengahan Inggns dan Perancs 
menggunakan kata Corruption yang 
mengandung art :
	 •	 Perbuatan atau kenyataan yang 
menmbulkan keadaan yang 
bersfat buruk.
	 •	 Perlaku yang jahat dan tercela 
atau kebejatan moral.
	 •	 Penyuapan dan bentuk-bentuk 
ketdakjujuran.
	 •	 Kebusukan atau tengk.
	 •	 Sesuatu yang dkorup, sepert kata 
yang drubah atau dgant secara 
tdak tepat dalam suatu kalmat.
	 •	 Pengaruh-pengaruh yang korup.12
- Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesa, dmuat pengertan korups 
8 Irfan Islamy, Kebijakan Publik, Cetakan 1, 
Karunka Jakarta, 1984, hlm.17-18.
9 K. Wantjk Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan 
Suap. Cet. Ke 5, Ghala Indonesa, Jakarta 1983, 
hlm.15.
10 Ibid.hlm.16.
11 Soedjono Drdjossworo, Fungsi Perundang-
Undangan Pidana Dalam Penanggulangan 
Korupsi di Indonesia Penerbt Snar Baru 
Bandung, 1984, hlm.16.
12 Wllam Colln, (dalam Soedjono D), Op. Cit. 
hlm.172.
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sebaga berkut: “Penyelewengan 
atau penggelapan (uang negara atau 
perusahaan, dan sebaganya untak 
keuntungan prbad atau orang lan).13
- Dalam Undang-Undang No : 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan negara 
yang bersh danbebas dar korup, kolus 
dan nepotsme, padaPasal 1  butr 3 
dmuat pengertan korupssebaga 
berikut:”Korupsi adalah tindak 
pdana sebagamana dmaksud dalam 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang 
tindak pidana korupsi.”
- Pengertan korups dar beberapa 
pendapat para lmuan memberkan 
defms atau cr-crkorups sepert 
dantaranya:
	 •	 Menurut Bayley, korups dkatkan 
dengan perbuatan penyuapan 
yang berhubungan dengan 
penyalahgunaan wewenang atau 
kekuasaan sebaga akbat adanya 
pertmbangan dar mereka yang 
memegang jabatan bag keuntungan 
prbad.
	 •	 Menurut J.S. Nye, korups sebaga 
prlaku yang menympang dar 
kewajban-kewajban normal suatu 
peranan jawatan pemerntah, karena 
kepentngan prbad (keluarga, 
golongan, kawan akrab), dem 
mengejar status dan gengs, atau 
melanggar peraturan dengan jalan 
melakukan atau mencar pengaruh 
bag kepentngan prbad.
	 •	 Menurut M.MC. Mullan, seseorang 
pejabat pemerntah dkatakan 
korup, apabla a menerma uang 
yang drasakan sebaga dorongan 
untuk melakukan sesuatu yang 
a bsa lakukan dalam tugas 
jabatannya, padahal a selama 
menjalankan tugasnya seharusnya 
rdak boeh berbuat demkan.
	 •	 Jacob Van Klaveren, yang 
mengemukakan bahwa seorang 
pengabd negara (Pegawa Neger) 
yang berjwa korup menganggap 
kantor jawatannya sebaga suatu 
perusahaan dagang dmana 
pendapatannya akan dusahakan 
semaksmal mungkn.
	 •	 Carl J. Fredrch, bahwa pola 
korups dapat dkatakan ada 
apabla seorang pemegang 
kekuasaan yang berwenang untuk 
melakukan hal tertentu sepert 
pejabat yang bertanggung jawab 
melalu uang atau semacam hadah 
lannya yang tdak dperbolehkan 
oleh undang-undang (secara tdak 
sah) membujuk untuk mengambl 
langkah yang menolong sapa 
saja yang menyedakan hadah 
dan dengan demkan benar-benar 
membahayakan kepentngan 
umum.14
	 •	 Menurut Hussen Alatas, korups 
dalam prakteknya menunjukkan 
cr-cr sebaga berkut:
 a. Korups senantasa melbatkan 
lebh dar satu orang.
13 Departemen Penddkan dan Kebudayaan Republk 
Indonesa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, BP., 
Jakarta, 1976, hlm.527.
14 Carl J. Frderch, (Dalam Soedjono D), Op. Cit. 
hlm.70.
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 b. Korups pada umumnya dlakukan 
secara rahasa.
 c. Korups melbatkan elemen 
kewajban dan keuntungan tmbal 
balk.
 d. Mereka yang melakukan korups 
dengan berbaga cara basanya 
berlndung dbalkpembenaran 
hkum. 
 e. Mereka yang terlbat korups 
adalah yang mengngnkan 
keputusau yang tegas danmereka 
yang mempengaruh keputusan 
tu.
 f. Tndakan korups mengandung 
penpuan bak pada badan publk 
atau masyarakat umum
 g. Setap bentuk korups adalah suatu 
pengkhanatan kepercayaan
 h. Setap bentuk korups melbatkan 
fungs ganda yang kotradktf dan 
mereka yang melakukan tu.15
3.3.  Pengaturan Pidana dan Pemidanaan 
Tindak Pidana Korupsi Dapat 
Ditinjau Dari Rangkaian Kronologis 
Historis Pembaharuan Peraturan 
Perundang-Undangan Korupsi 
Sebagai Kebijakan Pidana (Criminal 
Policy) Dalam Pembaharuan Hukum 
Pidana Sebagai Berikut : 
Terhadap permasalahan datas akan 
dkaj melalu penelusuran perkembangan 
sejarah perundang-undangan korups d 
Indonesa dalam kurun waktu perodesas 
(1957–2002) sejak mula tampak adanya 
usaha penanggulangan dan pemberantasan 
korups d Indonesa, sebaga langkah 
kebjakan pemerntah bersama badan legslatf 
d bdang hukum pdana khususnya 
3.4.  Periode I : Gagasan Penanganan 
Korupsi timbul dari kalangan Militer 
atas dasar Peraturan ‘”Penguasa 
Militer No : Prt/PM.06/1957.
Lahrnya peraturan mlter  
dpandang sebaga peletak dasar peraturan 
penanganan komps d Indonesa, karena 
KUHP tdak mampu mengatas perbuatan 
yang berndkas mengarah unsur-unsur 
konps, sepert datur dalam Bab XXVIII, 
yang dkelompokkan dalam perbuatan : I. 
Penggelapan (pasal 415), 2. Pemalsuan (pasal 
416), 3. Menerma suap (pasal 418-420), 4. 
Perbuatan menguntungkan dn sendr secara 
tdak sah (pasal 423, 425 dan 435) KUHP. 
Pada saat n tarap kerugan yang muncul 
sebaga akbat perbuatan mengandung unsur 
ndkas korups baru hanya perorangan, serta 
ancaman pdana dalam KUHP maksmal 4-6 
tahun penjara.
Tndak lanjut peraturan penguasa 
mlter No : PRT/PM.06/1957, dsusul 
dengan dkeluarkannya peraturan sepert :
a. Peraturan Penguasa Mlter No : 
Prt/PM.08/1957 tanggal 27 Maret 
1957 tentang pemlkan harta benda, 
dalam pemlkan harta benda n, 
dmungknkan adanya penytaan 
terhadap :
 1. Harta benda atau barang yang 
dengan sengaja atau karena 
kelalaan tdak dterangkan oleh 
pemlknya atau pengurusnya.
 2. Harta benda yang tdak terang 
sapa pemlknya.
 3. Harta benda orang yang 
kekayaannya oleh pemlk atau 15 Syeh Hussen Alatan, Op Cit., hlm.
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pemlk pembantu harta benda 
danggap dperoleh secara 
mendadak dan mencurgakan.
b. Peraturan Penguasa Mlter No : Prt/
PM.Ol 1/1957 tanggal 1 M 1957, 
tentang kewenangan Penguasa Mlter 
menyta harta benda (tersebut d 
atas), juga dmuat batasan pengertan 
kata perbuatan melawan hukum 
(onrechtmatgedaad) dalam artan luas, 
bukan saja melawan hukum dengan 
aturan hukum tertuls, juga perbuatan 
melawan hukum yang bertentangan 
dengan rasa kepatutan, kesopanan dan 
sebaganya.
Ketka undang-undang keadaan 
bahaya Undang-Undang No : 74 tahun 
1957 dberlakukan, makaketga Peraturan 
Penguasa Mlter tersebut d atas dgant, dan 
atas kewenangan Penguasa perangdbuat dan 
dundangkan aturan baru :
1. Peraturan Penguasa Perang 
Pusat Angkatan Darat No : Prt/
Peperpu/013/1958 tertanggal 16 Aprl 
1958 tentang Pengusutan, Penuntutan 
dan Pemerksaan Perbuatan Korups 
Pdana dan Pemlkan harta benda 
(berlaku pada daerah-daerah yang 
dkuasa Angkatan Darat).
2. Dan untuk daerah-daerah yang 
dkuasa oleh Angkatan Laut, datur 
^dengan Peraturan Penguasa Perang 
Pusat KASAL No : Prt/Z.I/I/7 tangggal 
17 Aprl 1958, yang dengan aturan n 
pula bertujuan untuk memberantas 
perbuatan-perbuatan korups yang 
saat tu sangat merajalela, pemerntah 
seakan-akan sudah tak berdaya untuk 
mengatasnya.
Perumusan tentang perbuatan korups 
pdana pada peraturan d atas melput:
a. Perbuatan Korups Pdana
1. Perbuatan seseorang yang dengan atau 
karena melakukan suatu kejahatan 
atau pelanggaran memperkaya dr 
sendr atau orang lan atau sesuatu 
badan yang secara langsung atau tdak 
langsung merugkan keuangan atau 
perekonoman negara atau daerah 
atau merugkan suatu badan keuangan 
negara atau daerah dan badan hukum 
lan, yang mempergunakan modal 
atau kelonggaran-kelonggaran dar 
masyarakat.
2. Perbuatan yang dengan atau karena 
melakukan sesuatu kejahatan atau 
pelanggaran memperkaya dr 
sendr atau orang lan atau suatu 
badan. serta yang dlakukan dengan 
menyalahgunakan jabatan atau 
kedudukan.
b. Perbuatan korups lannya
1. Perbuatan seseorang yang dengan 
atau karena melakukan perbuatan 
melawan hukum memperkaya dr 
sendr atau orang lan atau suatu 
badan yang secara langsung atau tdak 
langsung merugkan keuangan negara 
atau daerah atau merugkan keuangan 
suatu badan yang menerna bantuan 
dar keuangan negara atau daerah 
atau badan lan yang mempergunakan 
modal dan kelonggaran-kelonggaran 
dar masyarakat.
2. Perbuatan seseorang yang dengan atau 
karena melakukan perbuatan melawan 
hukum memperkaya dr sendr atau 
orang lan atau suatu badan dan yang 
Vol. 4, No. 3: 485 - 501
493
Magister Hukum Udayana •  September 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
dlakukan dengan menyalahgunakan 
jabatan.16
Dengan adanya kretera pembedaan 
antara perbuatan korups pdana dan 
perbuatan korupslannya, maka amat sult 
untuk menndak pelakunya, karena harus 
mencar pembedaan yang jelas antara 
mana perbuatan korups pdana dan mana 
perbuatan korups lannya, dalam proses 
pembuktannya akan sult, sehngga pelaku 
mudah lolos dar jeratan hukum. Karena 
ukuran perbuatan korups lannya bepegang 
pada rasa kevvajaran dan syarat perbuatan 
tercela. Hal tulah merupakan kendala besar 
dalam proses pembuktan dan penanganan 
kasus korups dmana berlakunya peraturan 
yang dkeluarkan phak penguasa mlter. 
Dalam peraturan penguasa mlter n 
mula tampak stlah penyebutan “perbuatan 
korupsi”.
3.5. Periode II : Berupa Penggantian 
Peraturan Penguasa Militer Menjadi 
Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang/Lahirnya Undang-
Undang No : 24 Prp. Tahun I960. 
Pembaruan Peraturan Penguasa Perang 
Pusat tersebut dlakukan melalu pengun mgan 
Peraturan Pemenntah Penggant Undang-
Undang Nomor : 24 tahun 1960 tanggal 9 
Jb tentang   Pengusutan   Penuntutan   dan 
Pemerksaan   Tndak   Pdana   Korups,  yang 
kemudnn menurut Undang-Undang Nomor : 
1  tahun 1961  sejak tangggal  1 Januar 1961 
telah m mdang-undang dan  dsebut dengan 
Undang-Undang No  :  24  Prp tahun  1960, 
karena saat n undang-undang n dbentuk 
keadaan dalam konds memaksa dan 
stuas darurat maka bentuk awalnya berupa 
Peraturan Pemenntah Penggant Undang-
Undang atau serng dsebut Undang Ant 
Korups. Adapun rumusan Tndak Pdana 
Korups dalam Undang-Undang alum 1960 
adalah :
1. Sama dengan batasan Perbuatan 
Korups Pdana. 
2. Sama dengan batasan Perbuatan 
Korups Lannya (halaman d depan). 
3. Kejahatan-kejahatan tercantum   dalam 
pasal   17   sampa  pasal   21   peraturan 
m penyuapan aktf kepada pejabat), 
sepert tertuang dalam pasal-pasal 209. 
210. 4V 420, 423, 425 dan pasal 435 
KUHAP.17
Perkembangan  kearah  kemajua 
dan  Undang-Undang No  :  24  tahun   1960 
m nampak, karena kesuhtan  pembtktan 
terhadap pelaku korups  mash sult 
terungka, mash tetap ada pembedaan 
Perbuatan Korups Pdana dan Perbuatan 
Korups Lamny mempertegas   kembal 
unsur   perbuatan   yang   dgolongkan 
tmdakan   suap   kepada pemenntah (sepert 
datur dalam pasal-pasal KUHP tersebut d 
atas), yang dgolongkan tnakan korups. 
Dalam hal n terjad usaha untuk menark 
pasa-pasal KUHP yang be ndkas korups 
menjad bentuk tndak pdana korups. 
Dampak negatf yang muncul bu konds 
keuangan pemenntah yang berpengaruh 
pada kehdupan poltk, ekonom, sosal 
keamanan rakyat.  Penjatuhan  sanks pdana 
tdak tegas, banyak koruptor lolos dan 
hukum.
16 Soedjono Drdjossworo, Op Cit., hlm.57. 17 Soedjono Drdjossworo, Op Cit. hlm.58.
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3.6. Periode III : Lahirnya Undang-
Undang No : 3 tahun 197K tentang 
Pemberantasan llndak Pidana 
Korupsi (LN.1971 No : 19), yang 
diundangkan pada tanggal 29 Maret 
1971 (selbagai pengganti Undang-
Undang No : 24 Prp. I960).
Menurut ketentuan pasal 1 Undang-
Undang No ; 3 Tahun 1971, maka terdapat 
6 (enam) jens tndak pdana korups, yang 
datur dalam pasal 1 sub (1) a sampa e dan 
sub (2):
1. Tndak Pdana Korups Pokok (pasal 
1, (1) a dan (1) b dengan unsur-unsur:
- Barang  sapa,  melawan  hukum, 
memperkaya  dr  sendr,  orang lan, 
langsung,  tak langsung, merugkan 
keuangan negara, atau perekonoman 
negara.
2. Tndak Pdana Korups KUHP, 
drumuskan dalam sub 1 (c) dengan 
unsur-unsur :
 - Menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan, karena jabatan atau 
kedudukan, langsung tak langsung 
merugkan keuangan negara atau 
perekonoman negara.
3. Tndak Pdana Korups Umum bukan 
Pegawa Neger, drumuskan dalam 
sub (1) d, dengan nsur-unsur :
 - Barang sapa melakukan kejahatan 
tercantum dalam pasal-pasal : 209, 
210, 387, 388, 415-420, 423, 425 
dan 435 KUHP.
4. Tndak Pdana Korups karena tdak 
melapor, drumuskan dalam sub (1) e, 
dengan unsur :
 - Member hadah, atau janj kepada 
pegawa neger
 - Ada kekuasaan dan wewenang.
5. Tndak Pdana Korups Percobaan, 
drumuskan dalam sub (2) dengan 
unsur-unsur : 
 - Tanpa alasan wajar, menerma 
hadah/janj. 
 - Tdak melaporkan kepada yang 
berwajb, perbuatan tdak selesa.
6. Tndak Pdana Korups Permufakatan, 
drumuskan dalam sub (2) dengan 
unsur-unsur:
 - Ada permufakatan jahat18
Kemajuan yang dcanangkan dalam 
Undang-Undang No : 3 tahun 1971 sebaga 
pembaharuan atau kebjakan n berupa :
•	 Undang-undang n sekalgus memuat 
ketentuan hukum pdana materl dan 
forml (hukum acaranya).
•	 Dmulanya penerapan sstem 
pembuktan terbalk terhadap perkara 
korups (pasal 17 dan 18).
•	 Penerobosan akan rahasa bank 
dmungknkan atas pasal 9 ayat (1) 
dan (2) bag aset-aset terdakwa yang 
tersmpan d bank.
•	 Ancaman pdana maksmum seumur 
hdup atau 20 tahun penjara dan 
atau denda 30 juta dtambah hukum 
tambahan. Tampak kekhususan/
penympangan dan asas penjatuhan 
pdana yang umum, d sn 
dterapkannya  penjatuhan pdana 
ganda dalam pdana pokok sesua 
pasal 10 KUHP, dalam Tndak Pdana 
Khusus (Korups) dmungknkan (pasal 
28) Undang-Undang No : 3/1971.
•	 Namun upaya pemberantasan Tndak 
Pdana Korups drasakan tetap tdak 
berhasl, karena kerugan negara 
18 Soedjono Drdjossworo, Op Cit. hlm.71.
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perekonoman rakyat kan bertambah 
parah.
3.7. Periode IV : Lahirnya Undang-
Undang No : 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (LN. RI tahun 1999 No: 
140 tanggal 16 Agustus 1999). 
sebagai tindak laniut ketetapan 
MPR-RI No : XI/MPR/1998 tentang 
Pcnyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas Konipsi. Kolusi 
dan Nepotisme (KKN), dan Atas 
Koreksi Undang-Undang No : 3/71 . 
Adapun pertmbangan untuk dlahrkannya 
undang-undang n adalah :
•	 Bahwa tndak pdana korups 
sangat merugkan keuangan negara 
atau perekonoman negara, dan 
menghambat pembangunan nasonal, 
juga menghambat pertumbuhan dan 
kelangsungan pembangunan nasonal 
yang menuntut efisiensi tinggi
•	 Bahwa Undang-Undang No : 3 tahun 
1971 tentang Pemberantasan Tndak 
Pdana Korups sudah tdak sesua 
lag dengan perkenbangan kebutuhan 
hukun dalam masyarakat, karena tu 
perlu dgant dengan Undang-Undang 
Pemberantasan Tndak Pdana Korups 
yang baru sehngga dharapkan 
lebh efektf dalam mencegah dan 
memberantas tndak pdana korups.19
Sedangkan dar perumusan delk clar 
Tndak Pdana Korups Undang-Undang 
No: 31 Tahun 1999 seta ancaman sanksnya 
sudah tergolong tegas dan berat. Bag 
terdakwanya bsa dancam pdana palng 
sngkat 4 tahun penjara, maksmal 20 tahun 
atau bahkan hukuman mat (pasal 2 ayat (2) 
Undang-Undang No : 31/1999 dan denda 
palng sedkt 200 juta rupah dan palng 
banyak 1 (satu) mlyar rupah, dengan tetap 
menerapkan sstem pembuktan terbalk 
yang bermbang (jaksa dan terdakwa secara 
bersama-sama tetap dbeban pembuktan.
Namun dalam perkenbangan kasus-
kasus korups mula akhr tahun 1999 
memasuk awal tahun 2000, akbat tuntutan 
arus reformas yang ngn memberantas 
korups secara tuntas, terhadap Undang-
Undang No : 31 tahun 1999 yang hanya baru 
berlaku ± 1 tahun perlu dtnjau dan dadakan 
perubahan beberapa pasalnya, maka 
dkeluarkanlah undang-undang baru sebaga 
revs atas undang-undang sebelumnya 
(Undang-Undang No : 31/1999).
3.8. Periode V : Laliirnya Undang-
Undang No : 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No : 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. mulai berlaku seiak 21 
Nopember 2001 (dalam LN RI 
Tahun 2001 No : 134
Adapun pertmbangan mendasar 
dkeluarkannya Undang-Undang No : 20 
tahun 2001 n adalah :
1. Bahwa Tndak Pdana Korups yang 
selana n terjad secara meluas, 
tdak hanya merugkan keuangan 
negara, tetap juga merupakan 
pelanggaran terhadap hak-hak sosal 
dan ekonom masyarakat secara luas, 
sehngga tndak pdana korups perlu 
dgolongkan sebaga kejahatan yang 
pemberantasannya harus dlaknkan 19 Leden Marpaung, Op Cit., hlm.60.
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secara luar basa.
2. Bahwa untuk lebh menjamn kepastan 
hukum, menghndar keragaman 
penafsran hukum dan memberkan 
perlndungan terhadap hak-hak 
sosal dan ekonom masyarakat, 
serta perlakuan secara adl dalam 
memberantas tndak pdana korups 
perlu dadakan perubahan atas 
Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tndak Pdana 
Korups.20
Adapun perubahan pentng atas 
Undang-Undang No : 31  Tahun 1999, yang 
dlakukan oleh Undang-Undang No : 20 
Tahun 2001 menyangkut sepert halnya :
- Tetap memperlakukan Undang-
Undang No : 3 Tahun 1971 atas 
perbuatan-perbuatan korups yang 
dlakukan sebelum Undang-Undang 
No : 31 Tahun 1999 dberlakukan (hal 
n untuk menghndar anggapan bahwa 
terjadnya kekosongan hukum).
- Karena korups terjad d Indonesa 
secara sstematk dan meluas, 
sehngga tdak hanya merugkan 
keuangan negara, tetap juga telah 
melanggar hak-hak sosal dan 
ekonom masyarakat secara luas, maka 
pemberantasan korups perlu dlakukan 
dengan cara luar basa. Dengan tetap 
menerapkan kebjakan khusus sepert 
asas pembuktan terbalk (pasal 37) 
(terbatas), peradlan nabsenta serta 
penerapan sanks pdana mat. Dan 
yang terbaru dalc.m undang-undang 
ini dicantumkannya istilahgratifikasi 
(pemberan dalam art luas) datur 
dalam pasal 12B ayat (1) sepert 
pemberan koms uang, barang, tket 
perjalanan dan sebaganya dapat 
dgolongkan tndak pdana korups.
- Ketentuan yang drubah dalam 
Undang-Undang No : 31/1999 oleh 
Undang-Undang No : 20 tahun 2001 
yang palng prnsp adalah ketentuan 
pasal 5 sampa dengan 12 nmusannya 
drubah dengan tdak mengacu pasal-
pasal dalam KUHP tetap langsung 
menyebutkan unsur-unsur yang 
terdapat dalam masng-masng pasal 
KUHP yang dacu.
- Sebaga tndak lanjut Undang-Undang 
No : 20 tahun 2001 n dtugaskan pada 
Koms Pemberantasan Tndak Pdana 
Korups (KPTPK) yang dbentuk 
atas dasar undang-undang yang telah 
dsahkan Ketua DPR-R1 Akbar 
Tanjung tanggal 28 Nopember 2002, 
dan telah pula dsahkan oleh Presden 
Megawat tanggal 27 Desember 2002 
menjad UU No : 30 tahun 2002 
dengan sebutan UU tentang Koms 
Pemberantasan Tndak Pdana Korups 
yang haslnya kta tunggu dan knerja 
KPTPK n dalam memberantas 
korups d Indonesa.
Menurut   pendapat   Prof.    Barda, 
bahwa   kebjakan   pembaharuan   terhadap 
UU Pemberantasan Korups selama n 
mencakup nang lngkup sepert berkut: 
a. Kebjakan krmnalsas tunduk pdana 
korups. 
b. Kebjakan mengena subyek tndak 
pdana koaps. 
c. Kebjakan sstem pdana dan 
pemdanaan. 
d. Kebjakan mengena peran serta 20 Leden Marpaung, Op Cit, hlm.62.
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masyarakat.
3.9. Kekhususan-kekhususan   Sebagai 
Sub  Sistem  Dalam  Wuiud  Kebijakan 
Pidana   untuk Penanggulangan dan 
Pemberantasan Korupsi (Dibidang 
Hukum Acara) 
a. Asas Pembuktan Terbalk
Pemberlakuan Asas Pembuktan 
Terbalk (Omkerng Van de bewjslast) d 
dalam penanganan proses tndak pdana 
korups d Indonesa, hal n tercantum dalam 
ketentuan pasal 37 UU No : 20 tahun 2001 
tentang perubahan atas UU No : 31 tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tndak Pdana 
Korups (Pasal 37 Ayat 1, 2, 3, pasal 38b (1, 
2, 3, 4, 5, 6) dan pasal 38c).
D dalam sstem pembuktan terbalk 
yang dterapkan dalam UU No. 20 tahun 2001 
n menyuratkan makna bahwa terdakwa 
terlebh dahulu dberkan kesempatan 
unruk membuktkan drnya bahwa a tdak 
melakukan tndak pdana korups (pasal 
37 ayat (1)). Dalam hal terdakwa dapat 
membuktkan bahwa a tdak melakukan 
tndak pdana korups. maka pembuktan 
tersebut dpergunakan oleh pengadlan 
sebaga dasar untuk menyatakan bahwa 
dakwaan tdak terbukt (pasal 37 ayat (2)). 
Bahkan lebh jauh dar tu terdakwa hans 
menerangkan seluruh harta benda str/
suam, anak, atau harta benda setap orang 
atau korporas yang dduga mempunya 
hubungan dengan perkara yang ddakwakan. 
Tampak dsn walaupun dterapkan sstem 
pembuktan terbalk n kesultan yang akan 
muncul adalah membuktkan kebenaran 
apa yang dnyatakan terdakwa yang tdak 
menutup kemungknan terdakwa secara 
lhat akan menyembunykan harta bendanya, 
yang sult untuk dlacak oleh jaksa penuntut 
umum dalam pembuktan yang dlakukannya, 
karena dengan dterapkannya sstem 
pembuktan terbalk dalam kasus korups 
akan menghlangkan beban pembuktan 
bag jaksa. Sesua dengan asas oportuntas 
yang danut bahwa jaksa penuntut umum 
sebaga wakl negara mempunya kewajban 
tetap menuntut setap orang yang dduga 
berbuat suatu tndak pdana. Berart dalam 
pembuktan tndak pdana konps dsampng 
dterapkan sstem pembuktan terbalk juga 
sstem pembuktan menurut KUHAP (sstem 
pembuktan menurut UU secara negatf) 
tetap djalankan (negatf Wetteljke bewjs 
theone) sepert tertuang dalam pasal 183 
KUHAP.
Melhat penerapan vers tersebut 
berart sekarang n dalam pemberantasan 
tndak pdana korups dterapkan sstem 
pembuktan terbalk yang bersfat terbatas 
dan bermbang (sesuapenjelasan   UU   No. 
31   tahun   1999).   Kata   bermbang   menurut 
pendapat   Martman. Prodjohamdjojo 
memakai kata “sebanding” (Martiman P, 
2001:108).
Dberkannya kesempatan bag 
terdakwa untuk menerangkan terlebh dahulu 
tentang keadaan drnya bahwa a tdak 
melakukan tndak pdana (korups), tampak 
sebaga perwujudan asas presumption of 
innocence dalam penegakan hukum d 
bdang korups, n semestnya bla terdakwa 
tdak dapat membuktkan drnya tdak 
melakukan korups, secara otomats tanpa 
perlu pembuktan dan jaksa penuntut umum, 
hakm langsung menyatakan terdakwa 
bersalah (memutus dengan memdana 
terdakwa), sehngga terwujudlah asas 
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penyelenggaraan peradlan cepat, sederhana 
dan baya rngan tersebut. Karena korups 
danggap sangat meresahkan dan dpandang 
sebaga bahaya laten maka perlulah sudah 
Indonesa menetapkan bahaya korups 
sebaga keadaan darurat (Prof. Satjpto 
R, 2001:16) et. Al, Ahmad AIL lebh jauh 
dnyatakan karena (korups) dpandang 
keadaan darurat maka harus dselesakan 
dengan berfikir darurat, bertindak darurat, 
dan terobosan darurat pula.
Dengan rnehhat pekembagan 
serta tuntutan kebutuhan hukum yang 
begtu mendesak, sudah semestnya semua 
kalangan dan profes hukum d Indonesa 
untuk mennggalkan pola pkr legalstk 
formal agar tdak terbelenggu dengan 
wawasan sempt dalam mencar pola dan 
penyelesaan kasus-kasus besar yang 
sfatnya khusus. Paham postvsts klask 
dar Jeremy Bentham dan John Austn 
yang menganggap hukum hanya ada dalam 
undang-undang saja perlu secara perlahan 
dtnggalkan, dsesuakan dengan kebutuhan 
dan tuntutan perkembangan hukum yang 
kn begtu pesat.
Menurut pendapat dan pandangan 
pendekar hukum Indonesa yang kn telah 
tada Baharuddn Lopadalam penanganan 
tndak pdana korups sudah saatnya 
dterapkan sstem pembuktan terbalk 
(Omkenng Van Bewijslast/Reserval of 
the burden of proof) dalam persdangan 
pemberantasan korups sepert yang berlaku 
dsejumlah negara antara lan d Malaysa, 
Sngapura dan Hongkong.
b. Dalam ketentuan pasal 12-13 UU 
No : 20 tahun 2001 datur mengena 
perluasan art pembenan snap bag 
pegawa neger, dengan sebutan 
“gratifikasi”. Dalam penjelasan pasal 
yang tersebut yang dmaksud dengan 
gratifikasi (ayat 1) adalah pemberian, 
pemberan dalam art luas yakn 
melput pemberan uang, barang, 
rabat (dscount), koms, pnjaman 
tanpa bunga, tket perjalanan, fasltas 
pengnapan, perjalanan wsata, 
pengobatan Cuma-Cuma dan fasltas 
lannya. Bentuk kebjakan n dalam 
upaya menjarng pelaku-pelaku 
korups agar tdak lolos dar jeratan 
hukum.
c. Adanya kebjakan pentng yang 
termuat dalam UU No : 20 tahun 2001 
atas pembahan UU No : 31 tahun 1999 
adalah menyangkut pemberatan, sanks 
pdana batk berupa pdana penjara 
maupun sanks denda. Ketentuan pasal: 
5,6,7,8,9,10,11 dan 12 rumusannya 
dubah dengan tdak mengacu pasal-
pasal dalam KUHP, tetap langsung 
menyebutkan unsur-unsur yang 
terdapat dalam masng-masng pasal 
KUHP yang dacu sehngga pdana 
penjara mnmal 1 tahun, maksmal 
pdana penjara seumur hdup atau 20 
tahun, dengan mnmal denda 50 juta 
dan maksmal I mlyard (pasal 2 ayat 
(2) dengan pdana mat.
d. Adanya hak dar negara untuk 
melakukan gugatan perdata, bla 
dduga terpdana setelah djatuh 
putusan berkekuatan hukum tetap, 
mash ada kekayaan/harta benda yang 
dduga dperoleh secara tdak sah, 
maka terpdana atau all warsnya bsa 
dgugat secara perdata (pasal 38c UU 
No : 20 tahun 2001).
e. Terbentuknya UU No : 30 tahun 
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2002 tentang Koms Pemberantasan 
Tndak Pdana Korups adalah 
langkah kebjakan palng akhr 
pemerntah bersama lembaga legslatf 
d bdang pemberantasan korups 
bag Indonesa, selaku lembaga 
khusus dengan mengemban tugas, 
wewenang dan kewajban yang amat 
luas d bdang hukum acara sepert 
melakukan penyeldkan, penydkan 
dan penuntutan terhadap tndak 
pdana korups (pasal : 6 huruf c), 
dan melakukan tndakan-tndakan 
pencegalan tndak pdana korups 
(pasal 6 huruf d UU No : 30 tahun 
2002).
Demkan beberapa langkah kebjakan 
dalam pemberantasan korups sebaga 
terobosan dbdang hukum acara pdana, 
yang menympang dar ketentuan-ketentuan 
umum hukum acara pdana berdasarkan 
KUHAP/UU No. 8 tahun 1981. 
IV.  PENUTUP 
4.1.  Simpulan
1. Adapun sebaga langkah kebjakan 
pemerntah bersama badan legslatf 
yang dambl/dtempuh dalam 
peraturan perundang-undangan dan 
pemberantasan korups d Indonesa 
selama n berupa :
a. Sudah sejak awal kemerdekaan 
Indonesa mula dekade tahun 50 
an mernts kearan kebjakan aturan 
korups (dpelopor oleh kalangan 
mlter berupa mencptakan beberapa 
peraturan, dlanjutkan beberapa kal 
penyempurnaan peraturan (berupa 
peraturan pemerntah)
b. Dalam undang-undang korups yang 
sedang dberlakukan (UU No. 1 tahun 
1999 jo UU No. 20 tahun 2001) telah 
dupayakan terobosan-terobosan 
khusus sepert pengaturan pdana 
yang tngg d bdang hukum acaranya 
dcptakan dan dberlakukannya 
berbaga penympangan dar 
ketentuan umum, dcanangkannya 
krmnalsas, kebjakan dbdang 
pdana dan pemdanaan terhadap 
pelaku komps dengan pdana yang 
tngg bahkan pdana mat, perluasan 
subyek hukum, melbatkannya peran 
serta masyarakat secara luas, terakhr 
dcptakannya nsttus baru dan khusus 
yang ndependen sepert Koms 
Pemberantasan Korups 
c. Untuk   perspektf kedepan   dalam 
penanganan  korups   n   mash 
menunggu  knerja lembaga   koms 
pemberantasan   tndak   pdana 
korups   n,   yang   memegang   dan 
mengemban mandat undang-undang 
No : 30 tahun 2002. 
2. Untuk mencapa hasl yang dharapkan 
dalam penanganan korups tdak hanya 
cukup dengan mengadakan perubahan 
atau penggantan undang-undang 
korups saja (law reform), namun 
harus   dupayakan   lan   dlaksanakan 
pendekatan   strateg   ntegral   atau 
memperbak keseluruhan kausa 
dan konds yang menjad faktor 
krmnogen untuk terjadnya kejahatan 
korups 
4.2.  Saran 
1. Untuk tercapanya hasl pemberantasan 
korups yang bak maka knerja sub-
sub sstem yangmendukung sstem 
tersebut (struktur, substans dan budaya 
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hukum) harus berperan secara smultan 
dan terpadu, sesua harapan bekerjanya 
teor sstem yang efektf dar Lawrence 
Mer Fredman sehngga kesultan 
penanganan pemberantasan korups 
harapan besar bsa tertanggulang
2. Agar dalam pemberantasan korups 
peran serta masyarakat sepert 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
dan kalangan perguruan tngg kut 
andl member sumbangan pemkran 
ke arah pemberan masukan pemkran 
strategs ke depan guna memberantas 
korups secara optmal. 
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